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Penelitian ini mengkaji implementasi Balanced Scorecard (BSC)
sebagai alat pengukuran kinerja di lembaga pelayanan publik di
Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan lima narasumber kunci dari berbagai
organisasi pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa
implementasi BSC meningkatkan keselarasan strategis, memperjelas
indikator kinerja, dan mendorong akuntabilitas di lembaga-lembaga
tersebut. Pada saat yang sama, tantangan seperti pemahaman staf yang
terbatas tentang konsep BSC, resistensi terhadap perubahan
organisasi, dan kendala teknologi juga diidentifikasi. Strategi seperti
pelatihan berkelanjutan, dukungan kepemimpinan, dan integrasi
teknologi secara bertahap ditemukan dapat memfasilitasi adopsi yang
sukses. Studi ini memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan
pengukuran dan manajemen kinerja di organisasi layanan publik
Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Balanced Scorecard
(BSC) as a performance measurement tool in public service institutions
in Indonesia. With a qualitative approach, data was collected through
in-depth interviews with five key resource persons from various public
service organizations. The findings show that the implementation of
BSC improves strategic alignment, clarifies performance indicators,
and encourages accountability in these institutions. At the same time,
challenges such as staff's limited understanding of BSC concepts,
resistance to organizational change, and technological constraints are
also identified. Strategies such as ongoing training, leadership support,
and technology integration are gradually found to facilitate successful
adoption. This study provides practical insights for improving
performance measurement and management in Indonesian public
service organizations.
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1. PENDAHULUAN

Di era reformasi sektor publik, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga pelayanan
publik telah menjadi prioritas kritis bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lembaga
pelayanan publik diharapkan tidak hanya menyediakan layanan secara efisien tetapi juga
menunjukkan transparansi, efektivitas, dan keselarasan dengan tujuan strategis (Sawir et al., 2023;
Widodo et al., 2022). Sistem pengukuran kinerja memainkan peran sentral dalam mewujudkan
harapan ini dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi hasil organisasi
dan mengarahkan pengambilan keputusan (Rismayanti et al., 2023).

Balanced Scorecard (BSC), yang dikembangkan oleh (Saragih et al., 2022), telah menjadi alat
pengukuran kinerja yang luas digunakan yang mengintegrasikan indikator keuangan dan non-
keuangan ke dalam kerangka kerja komprehensif. Berbeda dengan metode penilaian kinerja
tradisional yang berfokus terutama pada hasil keuangan, BSC menekankan perspektif yang
beragam, termasuk kepuasan pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta
strategi organisasi (Kaplan & Norton, 1992; Yemeshvary Ashok Upadhyay & Palo, 2013).
Pendekatan holistik ini memungkinkan institusi untuk menerjemahkan tujuan strategis menjadi
indikator yang dapat diukur, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi area yang perlu
ditingkatkan.

Di Indonesia, lembaga pelayanan publik menghadapi tantangan berkelanjutan dalam
menerapkan sistem pengukuran kinerja yang efektif. Masalah seperti keketatan birokrasi, sumber
daya yang terbatas, pemahaman staf yang kurang tentang konsep manajemen strategis, dan
resistensi terhadap perubahan sering menghambat adopsi alat pengukuran kinerja modern (Parajuli
& Shrestha, 2020). Meskipun beberapa studi telah mengkaji pengukuran kinerja di organisasi swasta,
penelitian tentang implementasi BSC di lembaga pelayanan publik Indonesia masih terbatas,
terutama dari perspektif kualitatif yang menangkap pengalaman praktis, tantangan, dan faktor
keberhasilan.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Balanced Scorecard di lembaga
pelayanan publik Indonesia melalui wawancara kualitatif dengan lima informan kunci. Fokusnya
adalah memahami bagaimana BSC diterapkan dalam praktik, manfaat yang diberikannya, dan
hambatan yang dihadapi dalam pengadopsiannya. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, studi ini
bertujuan untuk memberikan wawasan tentang strategi untuk meningkatkan manajemen kinerja di
organisasi sektor publik dan berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang reformasi sektor
publik di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) pertama kali diperkenalkan oleh (Kaplan & Norton, 1992) sebagai
alat manajemen strategis yang mengintegrasikan indikator kinerja keuangan dan non-keuangan
untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi. Berbeda dengan sistem
pengukuran kinerja tradisional yang berfokus pada hasil keuangan, BSC mencakup empat
perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan (Noor,
2022). Perspektif keuangan menilai keuntungan organisasi dan penggunaan sumber daya;
perspektif pelanggan mengevaluasi kualitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan;
perspektif proses internal menganalisis efisiensi operasional; dan perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi dan inovasi (Ramadhani &
Pratiwi, 2023). Pendekatan multidimensi ini memungkinkan organisasi menyelaraskan tujuan
strategis dengan hasil yang dapat diukur, memastikan bahwa evaluasi kinerja mendukung tujuan
jangka panjang rather than hasil jangka pendek.
2.2 BSC dalam Organisasi Sektor Publik

Penerapan BSC dalam organisasi sektor publik telah mendapatkan perhatian global yang
semakin meningkat, seiring upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
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kualitas layanan. Di sektor publik, BSC membantu organisasi menerjemahkan tujuan kebijakan
menjadi metrik operasional, memantau penyampaian layanan, dan meningkatkan kepuasan
pemangku kepentingan (Hecht et al., 2019). Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan BSC di
lembaga publik dapat memperkuat perencanaan strategis, mempromosikan budaya kinerja, dan
memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti (Suradi et al., 2021). Namun, tantangan unik di
sektor publik, seperti prosedur birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh politik,
memerlukan penyesuaian kerangka kerja BSC dengan konteks layanan publik.
2.3 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah meneliti implementasi BSC di organisasi publik baik secara global
maupun di Indonesia. (Channuwong et al., 2023; De Oliveira et al., 2020) menekankan pentingnya
menyelaraskan pengukuran kinerja dengan tujuan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas
sektor publik. Di Indonesia, penelitian oleh Raharjo dkk. (2020) menyoroti bahwa lembaga publik
yang menerapkan BSC melaporkan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pemangku
kepentingan, meskipun tantangan seperti keterbatasan kompetensi staf dan resistensi organisasi
tetap ada. Studi-studi ini menyoroti kebutuhan akan penyelidikan kualitatif mendalam untuk
memahami penerapan praktis, manfaat, dan hambatan BSC di lembaga layanan publik Indonesia,
yang menjadi dasar bagi studi ini.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Studi ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi
Balanced Scorecard (BSC) di lembaga layanan publik di Indonesia. Penelitian kualitatif cocok untuk
studi ini karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan
tantangan yang terkait dengan implementasi BSC. Dengan fokus pada perspektif informan kunci,
studi ini bertujuan untuk mengungkap wawasan praktis yang tidak dapat ditangkap melalui
pengukuran kuantitatif saja.
3.2 Research Informants

Studi ini melibatkan lima informan kunci yang dipilih menggunakan metode sampling
purposif, berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang implementasi BSC di
lembaga pelayanan publik. Informan tersebut meliputi manajer dan pejabat yang bertanggung
jawab atas perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan pengembangan organisasi. Pendekatan
ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan kaya, relevan, dan didasarkan pada praktik nyata,
memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi BSC di sektor publik.

Ringkasan profil informan, termasuk jabatan mereka, jenis lembaga, dan pengalaman
dengan BSC. Informan terdiri dari I1, Manajer Perencanaan Strategis di Kantor Publik Daerah
dengan 5 tahun pengalaman; 12, Petugas Pemantauan Kinerja di Layanan Kota dengan 4 tahun; I3,
Kepala Pengembangan Organisasi di Lembaga Provinsi dengan 6 tahun; 14, Petugas Kebijakan dan
Evaluasi di Departemen Kementerian dengan 5 tahun; dan 15, Manajer Kualitas Layanan Publik di
Unit Pemerintahan Lokal dengan 3 tahun pengalaman.
3.3 Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas bagi
narasumber untuk menjelaskan pengalaman mereka secara rinci sambil memungkinkan peneliti
untuk tetap fokus pada topik-topik utama. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan
berlangsung sekitar 60-90 menit per sesi. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi
empat area utama: (1) proses implementasi BSC, (2) manfaat yang dirasakan dari penggunaan BSC,
(3) tantangan dan hambatan yang dihadapi, dan (4) strategi yang digunakan untuk mengatasi
tantangan tersebut. Selain itu, dokumen pendukung, seperti laporan organisasi, rencana strategis,
dan catatan evaluasi kinerja, ditinjau untuk memverifikasi data wawancara.
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3.4 Analisis Data

Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data, mengikuti langkah-langkah
familiarisasi, pengkodean, pengembangan tema, dan interpretasi (Braun & Clarke, 2006). Pertama,
transkrip wawancara dibaca berulang kali untuk memahami data. Selanjutnya, unit teks yang
bermakna dikodekan berdasarkan pola yang terkait dengan implementasi BSC, manfaat, tantangan,
dan faktor keberhasilan. Kode-kode ini kemudian digabungkan menjadi tema yang lebih luas, yang
dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan, kesamaan, dan perbedaan di antara informan. Analisis
dokumen melengkapi data wawancara dengan memberikan konteks tambahan dan verifikasi
praktik yang dilaporkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis wawancara dengan lima informan mengungkapkan wawasan kunci tentang
implementasi Balanced Scorecard (BSC) dilembaga pelayanan publik di Indonesia. Temuan disusun
sekitar empat tema utama: (1) proses implementasi BSC, (2) manfaat adopsi BSC, (3) tantangan yang
dihadapi, dan (4) strategi untuk mengatasi tantangan.

Proses Implementasi BSC

Semua informan melaporkan bahwa BSC diperkenalkan sebagai bagian dari upaya yang
lebih luas untuk meningkatkan perencanaan strategis dan pengukuran kinerja. Proses ini biasanya
melibatkan pengalihan tujuan institusi menjadi tujuan yang dapat diukur yang selaras dengan
empat perspektif BSC: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan.
Informan menekankan pentingnya dukungan manajemen puncak dalam memfasilitasi adopsi BSC.
Misalnya, I1 mencatat bahwa “komitmen kepemimpinan untuk mengintegrasikan BSC ke dalam
operasi sehari-hari sangat kritis untuk memastikan keselarasan antara rencana strategis dan
pemantauan kinerja.” Institusi-institusi tersebut menyesuaikan kerangka kerja BSC standar dengan
konteks layanan publik, dengan fokus pada kualitas layanan, kepuasan pemangku kepentingan, dan
efisiensi proses internal.

Manfaat Adopsi BSC

Informan secara bulat menyoroti beberapa manfaat implementasi BSC. Pertama, BSC
meningkatkan keselarasan strategis dengan menghubungkan aktivitas operasional ke tujuan
institusi. Kedua, BSC meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena indikator kinerja
memudahkan pelacakan kemajuan dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ketiga, BSC
mendorong budaya berorientasi kinerja dan mempromosikan pembelajaran berkelanjutan di dalam
institusi. I3 menyatakan, “BSC membantu tim kami memahami proses mana yang perlu
ditingkatkan dan memotivasi karyawan untuk fokus pada hasil yang penting bagi pemangku
kepentingan.” Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa BSC
memperkuat kinerja organisasi dan akuntabilitas di organisasi sektor publik (Niven, 2006; Raharjo
et al., 2020).

Tantangan dalam Implementasi BSC

Meskipun ada manfaatnya, beberapa tantangan dilaporkan. Pertama, pemahaman yang
terbatas tentang konsep BSC di kalangan staf menghambat implementasi yang efektif, sehingga
memerlukan pelatihan tambahan dan pengembangan kapasitas. Kedua, resistensi terhadap
perubahan diamati, terutama di kalangan karyawan yang terbiasa dengan metode evaluasi kinerja
tradisional. Ketiga, keterbatasan teknologi, seperti ketidakhadiran sistem pemantauan kinerja
terintegrasi, membatasi pengumpulan dan analisis data secara real-time. Temuan ini sejalan dengan
studi sebelumnya yang menyoroti bahwa budaya birokrasi, pengetahuan yang tidak memadai, dan
infrastruktur yang tidak memadai merupakan hambatan signifikan dalam adopsi BSC di lembaga
publik (Kaplan & Norton, 2001; Hoque, 2014).

Strategi untuk Mengatasi Tantangan

Informan menggambarkan strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan ini.

Pelatihan berkelanjutan dan lokakarya diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman staf
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tentang BSC dan prinsip manajemen strategis. Pimpinan secara aktif berkomunikasi tentang
pentingnya BSC untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selain itu, lembaga secara
bertahap mengintegrasikan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan dan pelaporan data
kinerja. Strategi ini menyoroti peran kritis kesiapan organisasi, dukungan kepemimpinan, dan
pengembangan kapasitas dalam implementasi BSC yang sukses.

DISKUSI

Hasil studi ini menunjukkan bahwa Balanced Scorecard (BSC) merupakan alat yang
berharga untuk meningkatkan pengukuran kinerja di lembaga layanan publik di Indonesia. Dengan
menghubungkan tujuan strategis dengan indikator yang dapat diukur, BSC mempromosikan
akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
menyarankan bahwa implementasi BSC dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pemangku
kepentingan, dan pembelajaran organisasi (Alnoukari, 2021; Plumanns et al., 2017).

Namun, tantangan dalam implementasi mencerminkan konteks unik organisasi sektor
publik, terutama di negara berkembang. Kurangnya pengetahuan staf, resistensi terhadap
perubahan organisasi, dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai muncul sebagai hambatan
signifikan. Hasil ini konsisten dengan studi internasional yang menyoroti kebutuhan untuk
menyesuaikan kerangka kerja BSC dengan konteks sektor publik, serta pentingnya dukungan
manajemen puncak dan pengembangan kapasitas berkelanjutan (Soeseny et al., 2021; Trisyulianti et
al., 2022).

Studi ini juga menekankan bahwa implementasi BSC bukanlah upaya sekali jadi, melainkan
proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen yang berkelanjutan. Keselarasan strategis,
keterlibatan kepemimpinan, dan budaya perbaikan kinerja merupakan faktor kritis dalam
memastikan BSC berkontribusi secara berarti terhadap tujuan institusional. Selain itu, wawasan
kualitatif dari informan memberikan panduan praktis bagi organisasi layanan publik lain yang
mempertimbangkan adopsi BSC, termasuk kebutuhan akan program pelatihan, integrasi teknologi
secara bertahap, dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan.

Secara ringkas, temuan ini menyoroti sifat ganda implementasi BSC di lembaga layanan
publik: ia menawarkan manfaat signifikan bagi manajemen strategis dan peningkatan kinerja,
sekaligus menimbulkan tantangan yang memerlukan perencanaan yang cermat, dukungan, dan
penyesuaian dengan realitas organisasi.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Balanced Scorecard merupakan alat yang efektif untuk
meningkatkan pengukuran kinerja dan manajemen strategis di lembaga layanan publik Indonesia.
Ia meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keselarasan antara aktivitas operasional dan
tujuan institusional. Namun, implementasi yang sukses memerlukan mengatasi tantangan,
termasuk pengetahuan staf yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, dan kendala teknologi.
Pelatihan berkelanjutan, komitmen kepemimpinan, dan dukungan teknologi yang tepat sangat
kritis untuk memaksimalkan manfaat BSC. Studi ini memberikan panduan praktis bagi lembaga
pelayanan publik yang ingin mengadopsi BSC dan menyoroti pentingnya menyesuaikan alat
pengukuran kinerja dengan konteks unik sektor publik. Penelitian masa depan dapat memperluas
ukuran sampel, melibatkan sektor pelayanan publik yang beragam, dan menganalisis dampak
jangka panjang implementasi BSC terhadap kinerja organisasi.
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